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2.1 Perceraian

2.1.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami-istri berarti
putusnya hubungan hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi
berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama

dalam suatu rumah tangga. (Siswanto, 2020 : 14)

Perceraian adalah suatu yang harus dihindari, sebab Islam memandang perceraian
merupakan pintu darurat yang hanya ditempuh apabila sudah tidak ada pemecahan
masalah lagi. Jika suatu rumah tangga mengalami perceraian pasti menimbulkan
kerugian semua pihak tanpa terkecuali, terlebih lagi dalam rumah tangga tersebut
telah dikaruniai anak keturunan yang masih kecil, sehingga terjadilah anak yang
menjadi korban, baik itu kehidupan dan pendidikan mereka menjadi terlantar.

(Sudirman, 2020 : 5)

Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah persoalan tentang ekonomi,
prinsip yang berbeda, tidak adanya tanggung jawab dari suami atau istri dan lain
sebagainya. Apabila sudah terjadi yang namanya perceraian maka tentunya dari
kedua belah pihak tersebut pasti membicarakan persoalan tentang hak asuh anak.

Pada dasarnya anak sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal



ekonomi, pendidikan dan segala mengenai kebutuhan pokok untuk anak tersebut.

(Muhadi, 2019 : 4)

Sedangkan arti perceraian menurut istilah didalam peraturan perudang-undang
ialah suatu sebab menjadi putusnya ikatan sebuah perkawinan, yang telah
dijelaskan di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, hanya menyebutkan sebab-sebab putusnya perkawinan:

1. Kematian

Dengan kematian salah satu dari suami istri, perkawinan menjadi putus
karenanya, terhitung semenjak suami atau istri meningggal dunia. Putusnya
perkawinan kematian suami atau istri ini akan menimbulkan akibat hukum,
terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban ahli waris.

2. Perceraian dan Atas putusan pengadilan

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Terjadinya
suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 peraturan pemerinah
Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dihitung pada saat perceraian itu

dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan dengan cukup alasan

sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 yaitu:

a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan mendamaikan kedua belah pihak.

b) Melakukan percerian harus ada cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak

akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.



Sebenarnya perceraian adalah solusi terakhir, ibarat pintu darurat, ia hanya dilalui

jika bahtera rumah tangga tidak mungkin diselamatkan. Oleh sebab itu,

seharusnya perceraian menjadi api pendamai bukan malah menambah korban

perseteruan.

2.1.2 Alasan-alasan Perceraian

Dalam Pasal 209 KUHPerdata dijelaskan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan

perceraian adalah sebagai berikut :

1.

2.

Zina;

Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;

. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi,

setelah dilangsungkan perkawinan;

. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan

suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga
membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang

berbahaya. (Simanjuntak, 2017 : 47)

Sebuah perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu:

a.

Salah satunya berbuat zina atau menjadi pemabuk, dan penjudi dan lain

sebagainya.

. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa

izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lainnya.
Salah satunya mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman

yang lebih berat seletah perkawinan.
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d. Salah satunya pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan orang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibatnya tidak dapat
menjalankan kewajibannya.

f. Antara suami istri terus menerus terjadinya selisih dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun dalam menjalankan rumah tangga.

g. Suami melanggar talak-talak.

h. Peralihan agama atau murtad mengakibatkan tidak ada keharmonisan dalam

rumah tangga.

Hal tersebut diatas juga dapat menjadi alasan pertimbangan hukum terhadap hak

asuh anak setelah perceraian.

2.1.3 Akibat Hukum Perceraian

Akibat perceraian terhadap anak-anak yang masih di bawah umur ada dua bentuk,
yaitu:

1. Menyangkut masalah perwalian;

2. Menyangkut masalah-masalah keuntungan yang menurut undang-undang atau
menurut perjanjian kawin.

Dalam menentukan hak asuh anak terdapat kesulitan dalam menentukan pihak

mana yang telah dan mampu untuk menjalankan hak asuh anak tersebut. (Hadi

dan Arkisman, 2017: 3)

Perceraian mengakibatkan hukum yang luas, baik dilapangan hukum keluarga

maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian, akibat pokok dari
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perceraian bekas suami dan bekas istri kemudian hidup sendiri-sendiri secara

terpisah.

Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, akan
menimbulkan akibat hukum diantaranya suami istri yang bercerai, terhadap anak
serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka
berdua selama sebagai suami istri, adanya hubungan perkawinan karena
perceraian akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami
Istri masing-masing.

Seperti yang kita ketahui di dalam Pasal 41 undang-undang perkawinan, disebut

bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian sebagai berikut:

a. Baik ibu maupun bapak tetap kewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan
mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.

b. Bapak yang bertanggungjawab biaya pemelihara dan pendidikan yang
diperlukan anak, bila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka
pengadilan dapat menentukan maka ibu ikut memikul biaya anak tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk dapat memberikan biaya
penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi istri yang telah resmi
bercerai. Karena itu dampak dan akibat dari putusnya hubungan perkawinan

karena perceraian telah diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Akibat hukum pasca perceraian diantara sebagai berikut:

1. Terhadap hubungan suami istri
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Diantara suami istri yang telah menjalin perjanjian suci, maka tidak menutup
kemungkinan bagi suami istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan
perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami istri terputus maka
terjadinya putusnya hubungan perkawinan.

Seseorang ditinggal mati oleh suami, tidak boleh melaksanakan atau
melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya telah selesai, yakni selama 4
bulan 10 hari atau 130 hari tercantum Pasal 39 ayat 1 huruf a. Apabila putus
karena perceraian, waktu tunggu telah ditetapkan 3 suci berdatang bulan dengan
sekurang-kurangnya 90 hari telah tertera dalam Pasal 39 ayat 1 huruf b. Apabila
istri sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat menikah lagi adalah
sampai melahirkan anaknya dalam Pasal 39 ayat 1 huruf ¢ peraturan pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah sang istri sedang hamil atau
tidak. Seseorang suami yang telah bercerai dengan istrinya akan menikah lagi
dengan wanita lain maka ia boleh langsung menikah, karena seorang suami tidak
mempunyai masa iddahnya.

2. Terhadap anak

Menurut Undang-undang perkawinan yang berlaku meskipun telah terjadi
perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap
anak di bawah umur berakhir. Suami menjatuhkan talak pada istri wajib
membayar nafkah untuk anak-anaknya, seperti belanja untuk memelihara
pendidikannya, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberikan nafkah
kepada anak terus menerus sampai anak tersebut baliq dan berakal serta memiliki

perkejaan atau memiliki penghasilan sendiri.
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Suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak
anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung
jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila
suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul

biaya anak-anak.

3. Terhadap harta

Perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya
mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang
Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama
diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal
tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama,
hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan
penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan
keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi

perceraian.

Kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan

pembagian :

a. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan
kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.

b. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum
tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan
masyarakat yang bersangkutan.

c. Atau hukum-hukum lainnya.
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Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami -istri yang
bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non Islam

menurut Hukum Perdata.

4. Terhadap nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh
suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu
apabila istri yang bersalah. Namun dalam hal istri yang tidak bersalah, maka
paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup
selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh)
hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya
lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya
andai kata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik
wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal
dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak
menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas
persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat
pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela

menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. (Rodliyah, 2014: 127)

Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang
Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi “Pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”
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2.2 Anak dan Hak Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan
dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang
dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap

dikatakan anak.

Anak juga merupakan kunci masa depan dari sebuah peradaban. Tanpa adanya
anak-anak, sama saja peradaban tersebut terancam akan hilang di kemudian hari,
karena tidak ada lagi yang dapat meneruskan jalannya peradaban, ketika mereka
yang telah menua kehilangan kemampuan untuk melanjutkan langkah. Maka dari
itu, dapat kita pahami pentingnya peran dan keberadaan anak-anak yang nantinya
akan menggantikan peran orangtua pada saat mereka dewasa atau dengan kata lain

anak sebagai generasi penerus. (Tyas, 2019 : 1)

Anak dapat menjadi cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan
penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan
Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang
akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak
sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan. Begitu pula sebaliknya,
Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan

bangsa yang akan datang.

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek
keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak

mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai



16

subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata
mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21
tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak adalah setiap orang yang belum
berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah
sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya
sebelum genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa
atau bukan anak-anak. Anak juga disebut sebagai orang yang belum dewasa dan
seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek
hukum atau layaknya subjek hukum Nasional yang ditentukan oleh perundang-

undangan perdata.

Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum
dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak
nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur
18 tahun dan belum pernah menikah”. Jadi dalam hal ini anak dibatasi dengan
syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan)
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum
pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah
kawin dan kemudian cerai.Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau
perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa

walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, perlindungan
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal
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sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah adalah bagian dari hak asasi
manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga

masyarakat, pemerintah dan negara. (Tim Visi Yustisia, 2016 : 13)

Setelah perceraian terjadi dapat ditentukan kedudukan seorang anak tersebut jatuh
kepada orang tua, baik pihak ibunya maupun pihak ayah. Yang menjadi persoalan
adalah anak—anak di bawah umur, yakni anak yang belum berakal, siapa antara
suami atau istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut. Anak yang
masih dibawah umur dalam suatu sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia,
tatkala kedua orang tuanya berperkara di pengadilan tidak pernah diminta

pendapatnya oleh kedua orang tuanya.

Perlindungan hukum terhadap anak meliputi kewajiban membayar nafkah anak di
bawah umur dan hak asuh anak dibawah umur. Dalam mengurus dan
melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara
materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut. Misalnya dalam
persidangan tersebut terungkap bahwa suami atau istri tersebut sering berbuat
kasar dan memiliki perilaku yang buruk seperti mabuk, berjudi dan sebagainya.
Selain itu akan diperhatikan juga dari segi finansial, apakah pihak yang
memohonkan hak asuh anak tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dari anak tersebut nantinya.

Permasalahan lain yang dapat timbul dari pemberian hak asuh tersebut yaitu
keinginan dari pihak bapak atau ibu yang tidak mendapat hak asuh untuk tetap

dapat bertemu dengan anak-anaknya yang berada dalam pengasuhan bapak atau
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ibu yang mendapatkan hak asuh atas anak-anak tersebut. Sehingga kemudian
terjadi perselisihan hak asuh anak di bawah umur yang sulit dipecahkan. Jika
salah satu pihak saja yang meminta hak asuh anak di bawah umur, hakim dapat
saja langsung mengabulkan. Tetapi yang terjadi dalam kasus perceraian itu adalah
perebutan terhadap hak asuh anak di bawah umur. Perselisihan hak asuh anak di
bawah umur yang sulit dipecahkan. Jika salah satu pihak saja yang meminta hak
asuh anak di bawah umur, hakim dapat saja langsung mengabulkan. Tetapi yang
terjadi dalam kasus perceraian itu adalah perebutan terhadap hak asuh anak di

bawah umur.

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena

perceraian ialah :

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan
oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. Ayah;

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari
ayah atau ibunya;

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan

jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi,
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maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat
memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak

hadhanah pula;

2.3 Hak Asuh Anak

2.3.1 Pengertian Hak Asuh Anak

Dalam ilmu figih islam istilah pengasuhan anak dikenal dengan istilah hadhanah
yang merupakan pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurusi
dirinya, memberikan pendidikan yang layak, serta menjaganya dari sesuatu yang

membinasakannya atau membahayakannya. (Kurniawati, 2018 : 8)

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya,
masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima
setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya. Oleh
karena itu, anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan agar menjadi pribadi

yang berkualitas. (Widya dkk, 2020 : 7)

Bagi anak—anak yang dalam keadaan tertentu dapat berada di bawah pengasuhan
anak, yakni di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk memberikan bimbingan,
pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dimungkinkan bila
orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh

kembang anak secara wajar. (Maswandi, 2017 : 22)

Hukum Islam dijelaskan, hak asuh anak yaitu mengasuh anak kecil atau anak
normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi

kebutuhan hidupnya dan menjaga dari hal-hal yang membahayakan.
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Dalam ensiklopedia Islam Indonesia, hak asuh anak adalah tugas menjaga atau
mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya.
Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut,

selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.

Dari pengertian-pengertian hak asuh anak tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa hak asuh anak itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1) Pendidikan

2) Mencakup kebutuhannya

3) Usia (yaitu bahwa hak asuh anak itu diberikan kepada anak sampai usia

tertentu)

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak disebutkan pengertian
pemeliharaan anak, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua
untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat 1 tentang undang-undang ini disebutkan
bahwa, “kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

sebaik-baiknya”.

2.3.2 Batas Usia Hak Asuh Anak

Batas usia anak merupakan pengelompokkan usia maksimum sebagai wujud
kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya
status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat

bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang
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dilakukannya. Berdasarkan Undang-undang hukum perdata, anak adalah
seseorang yang belum dewasa apabila belum mencapai umur genap 21 tahun.

(Candra, 2018 : 46)

Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus
ditaruh di bawah perwalian menurut sistem Burgerlijk Wetboek. Setelah pihak
orang tua bercerai pun harus diadakan persediaan mengenai perwalian dari anak-

anak mereka yang masih di bawah umur.

Dalam Hukum Islam disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah)
ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun
biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang
bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak (hadhanah)
kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (hadhanah). (Khair, 2020 :

293)

Mengenai batas waktu pemeliharaan anak menurut Pasal 45 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya.

2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu
kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun

perkawinan antara kedua orang tua putus.

Satu hal yang perlu untuk diperingatkan bahwa siapa pun yang pada akhirnya

dipilih untuk diikuti, keberhasilan pendidikan agar menjadi anak yang saleh
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menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya. perceraian ayah dan ibu
jangan sampai berakibat si anak menjadi korban. Kepada anak jangan sampai
sekali-kali menanamkan rasa benci kepada orang tua, ibu jangan sampai

memburukkan nama ayah dimuka anak, begitupun sebaliknya.

2.4 Hukum Pengasuhan Anak

Putusnya perkawinan bukan berarti menjadi putus pula tali silaturahmi di antara
mantan suami dan istri. Terlebih lagi ketika pasangan tersebut telah memiliki anak
dari hasil perkawinan mereka. Mereka diharapkan mampu menjalin komunikasi
yang baik demi kelangsungan perkembangan anak-anak mereka. Sebab, anak-
anak pasti membutuhkan kasih sayang, perhatian terhadap tumbuh kembang anak,
serta pendidikan anak yang sudah seharusnya menjadi fokus bersama, bukan
hanya dibebankan kepada orang tua yang mendapatkan hak asuh saja. (Siswanto,

2020 : 14)

Pemeliharaan anak hakikatnya adalah pemenuhan untuk berbagai aspek
kebutuhan primer dan sekunder. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa tanggung
jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala keluarga, meski tidak
menutup kemungkinan tanggung jawab tersebut beralih kepada istri untuk
membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
Maka dari itu pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya

(suami istri).

Hukum hadhanah (pengasuhan anak) ini wajib menurut jumhur ulama dan tidak

ada satupun dari para ulama yang menyelisinkannya. Bahkan, para ulama
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menghukuminya wajib ‘aini jika tidak ada seorangpun yang mampu merawatnya
kecuali hanya si pengasuh tersebut atau banyak pengasuh yang mampu mengasuh
dan merawat tetapi hanya dia yang diinginkan oleh anak tersebut. (Kurniawati,

2018: 9)

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam uraian di atas bahwa hadhanah (hak
asuh anak) yang paling berhak diberikan kepada kedua orangtua yaitu ibu dan
ayah kandungnya. Akan tetapi, apabila ibu kandung berhalangan karena sesuatu
hal (dicabut hak asuhnya) oleh pengadilan maka hak asuh anak tersebut jatuh
kepada ayah kandungnya dan begitupun sebaliknya, apabila ayah kandungnya
berhalangan karena dicabut hak asuhnya oleh pengadilan maka hak asuh anak

dapat jatuh kepada ibu kandungnya. Hal ini bergantung pada putusan hakim di

dalam persidangan dimana hakim harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum

mengambil keputusan, diantaranya alat-alat bukti yang sekurang-kurangnya ada 2

(dua), adanya persesuaian, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum. Menurut

Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang anak boleh memilih

untuk tinggal dengan ayah atau ibunya jika sudah berumur 12 tahun ke

atas. Tetapi jika belum berumur 12 tahun, maka hak asuh anak jatuh ke tangan
ibu. Begitu Pula, menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya
perkawinan karena perceraian ialah :

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan
oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. Ayah;
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3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari
ayah atau ibunya;

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi,
maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat
memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak

hadhanah pula;



